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Penhals Perbaikan Permohonan Fellgujian Pasa1 44 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1.8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1,945

Denga, , hornat,

Kami Yang herLanda tangan of bawah ini:

I. .,, rof. Dr. TQC:"rig "ulya Lubis, S. "., LL. ".

2. Dr. Refly Haru, ,., S. "., ,,. H. , LL. ".,

3. DCunafriz, ,I, 5.1. !., S. SOS. , LL. "., ". IP. , ". SI

4. Ahmad Zrawan, S. H.

5. R". Maheswara Prabandon0, 5.1, ,.

6. ""h. Salman Damns, S. H. , ". 1.1. Li.

adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Nurani

Nusantara (TPNN), dengan memillh domisili di Jalan Proklamasi 37, Jakarta,

10320, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai"PENER^"A KUASA",

beadasarkan Suret Kuasa Khusus (Terlampir) terrangga1 25 Juli 201.6, dengan

ini balk secara bersama inaupun sendiri berLindak untuk dan atas nama :

Jakarta, 22 September 201.6

69

Se\IISct

27- !^,,^,^^@,\.*,,- 7016
1.4 46 v. IIS^

>4V 16



I

,,

I. Nama

Tempat dan Tanggallahir

Pekerjaan

A1amat

Selanjutnya disebut sebagai

2.

.

,

Nama

Tempat dan Tanggallahir

Pekerjaan

A1amat

*.. '.,~ ' .

SarWin""' ' ~ '

Baiarnegara, 05 Agustus 1974

Wireswasta

Gumelem Kulon RT/RW 001-007, Kelurahan

Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten

Banjarnegara.
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.
.

,
.

Selanjutnya disebut sebagai

3.

.
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Nama

Tempat dan 'ranggallahir

Pekerjaan

A1amat

jinam B. Prosodjo, Ph. D.

Pug'wokerL0, 1.5 Februari 1960

Direktur Yayasan Nurani Dunia

Jl. Proklarnasi No. 37, RT. 011.1RW. 002,
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan

Meriteng, Jakarta Pusat.
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Selanjutnya diseb'ut sebagai

PE"OHON 11

4.

.

.

Nama

Tempat dan Tanggallahir

Pekerjaan

Andy F. Nova

Surebaya, 6 November 1.960

Praktisi Pemberdayaan Masyarakat

Anggrek Bu!an 3, BIOk D. 513, BSD,

RT-;0031RW. 010, Kelurahan Rawabuntu,

Kecamatan Serpong, Tangerang.
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.
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Namat

PE, ,OHOi\I ^I

: Rulany Sigar, S. PdMus, MA.

: Garut, 4Januari1.952

Artivis Lingkungan Hidup, Ketua Urnum

Yayasan Garuda Nusantara

: Jl. Kubis 111 No. 1.05, RT, 0061006,

Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran
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Selanjutnya disebut sebagai

Untuk seianjutnya, yang tersebut of atas disebut sebagai PARA PE"OHON

(B"kLi P. ,-).

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201.3 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5432) (Butti P-2).

Baru, Jakarta Selatan.
. . .

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTTTUST

I. Banwa Pasa1 24 Ayat (2) Perubahan Keriga Undang-Undang Dasai

Negara Republik Indonesia Tahun 1,945 (seianjutnya disebut "UUD

^. 945"\ menyafakan, '*Kekuasaan kehakiman dilakukan o1eh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang bereda di hawahnya daiam

lingkungan perad;ian urnum, lingkungar: peradilan againa, lingkungan

peradilan in11iter. lingkungan peradilan tata usaria negara, dan o!eh

sebuah Mah!<amah Konstltusi"'

PEMOHON ZV

2. Bahwa seianjutnya Pasa1 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Uuo L945

menyatakan, "Mahkamah KGnstitusi bemyenang mengadili pada tingkat

pertaina dan tera!<11ir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, meinutus sengketa

kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan Dieh

Undang-Undang Dasar, meinutus pembu!?^Ir. ^In partai pontik, dan

meinutus perse!ISIhan tentang hasi! pemilihan urnum".

3. Bahwa beadasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi

(seianjutnya disebut *'Mahkamah") berulenang meIakukan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945, Yang juga didasarkan pada Pasal

_**
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10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi yang telah diubah dengan Undang=Undang Nomor 8 Tahun

201.1 juristo Pasa1 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *'Mahkamah

Konstitusi be menang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang

putusannya bersifat final untok: (a) menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945".

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagailembaga pengawal konstitusi (the

guardian of constitution), inaka apabila terdapat undang-undang Yang

berLentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak

meiniliki kekuatan hukum yang mengikat, balk secara keseluruhan

inaupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;

5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal

44 ayat (1) UU No. 1.8 Tahun 2013, inaka Mahkamah bemyenang untok

memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

a. KEDi. iDUi<Arc ^i^. iK^ii^, (LEGAL STANDrNG) PEMOHON

6. Beadasarkan ketentuan Pasa! 51 ayat (1) UU MKjo. Pasa1 3 Peraturan

Inahkamah Konstitusi No. 061PMK/2005 tentang Pedoman Berocara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa : Pemohon

adalah piha;< yang menganggap, hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakunya undang-undang yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang niasih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. Iembaga negara;
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7. Daiam penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa Warig

dimaksud dengan hak konstitusional adalah-. hak. h'ak yang diatur dalem

UUD 1945".

8. Dalam Putusan Nomor 0061PUU-1/1/2005 dan 0101PUU~1/1/2005,

Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasa1 51 ayat (1) UU

MK harus memenuhilima (5) syarat, yaitu :

I. Adanya hak konstitusional pemohon yang dinerikan o1eh UUD 1945;

2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap o1eh Pemohon

telah dirugikan aleh suatu undang-undang yang diuji;

3. Bahwa kerugian Yang dimaksud belsifat spesifik (khusus) dan aktual

atau setidaknya bersifat potsnsial yang menurut penalaren yang

wajar dapat dipastikan tenadi;

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

dan herIakutiya undang-undang yang chinohonkaii untok diuji;

5. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabul!<annya permohonan

inaka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak

lagi tenadi;

*

9. Bahw;, Pemohon I, Sal^'in, adalah sa!ah satu waii inurid dan ariak didik

yang berseKoiah pada pendidikan ariak usia dini (PAUD) yang hancur

akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjamegara;

1.0. Pemohon 11, 11nam B. Prosodjo, adalah Dosen Fakultas 11mu SOSial dan

minu Poiti;<, Universitas Indonesia, yang juga Direktur Yayasan Nurani

Dunia. Pemohon I aktif daiam kegiatan SOSial dan pendidikan seiak 1999,

dengan mendirikan dan meinimpin tangsung beberapa yayasan, antara

lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru

(pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Ajiansi Indonesia Damai

(pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan SOSial

dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. MeIa!uilembaga-

Iembaga SOSialini, Pemohon I aktif meIaksanakan berbagai program

kernanuslaan dl beberapa wllayah Indonesia, seperLI Maluku dan Maiuku

,*
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Utara, Papua, Kalimantan Tengah, SUIawesi Tengah, Sumatera Barat,

Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banteh, 'dan Jakarta;

1.1. Bahwa Pemohon 111, Andy F. Noya, adalah wartawan senior yang biasa

dikenal meIalui talkshow Kick Andy, yang daiam sepuluh tahun terakhir

banyak memberI kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan

masyarakat yang informatif, edukatif, dan irispiratif;

1.2. Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, atau Iebih dikenal dengan nama inIy

Sigar Rusady/Ul!y Hary Rusady, adalah Ketua Urnum Yayasan Garuda

Nusantara, organisasi yang beroerak di bidang konservasi alam seiak

1,985. Pemohon TV juga seorang penyanyi dan sentman musik, produser

film, dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut daiam

berbagai upaya pelestarian lingkungan dimdonesia. Karena dedikasinya,

Pemohon 1/1 mereih penghargaan riasional dan internasional, antara lain

Global 500 Award dan The United Nations Environmental Programme

(1987), Satya Lencana Perilbangunan (1996), Bintang Jasa Pretama

(2000), Satya Nugraha (2000), dan Kalpataru (2001);

1.3. Bahwa sebeigai warga negara, Para Pemohcn meiniliki hak-hak

konstitus;ona!, antara lain sebagaimana tercantum daiam pasal-pasFi;

berikut ini:

Pasa1 28C Ayat (2) UUD 1945

'Setiap ora"g berl, ak unt"k memaiukan dinnya dabm

meinpenuangkan inaknya secara kalekLif untuk meinbangg, n

masyarakat, bangsa dan nagaranya".

Pasa1 33 Ayat(3) UUD 1945

*'Burni dan air dan kekayaan alam yang~"terkandung di

dalamnya dikuasai o1eh negara dan dipergunakan untuk

sebesar. besar kernakmuran rakyat".

*

*.
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1.4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional of atas telah

di!anggar dengan berlakunya ketentuan Pasa1 44~ayat"(I) UU No. re

Tahun 201.3. Secara spesifik, turunan dan hak konstitusional yang

dimaksud o1eh Para Pemohon adalah hak untuk meinarifaatkan hasil

hutan bagi kepentingan SOSial sebagai salah satu sumber kekayaan alam

bangsa Indonesia yang dikuasai negara. Hutan Indonesia Yang

merupakan karunia dan anugerah Tuhan ingin dimanfaatkan o1eh Pare

Pemohon agar meiniliki inarifaat nyata dan meiniliki rungsi SOSial agar

tujuan bemegara Republik Indonesia untuk "memaiukan kesejahteraan

urnum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana termaktub

daiam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai;

3.5. Bahwa inarifaat nyata dan fungsi SOSial dan penggunaan sumber daya

hasil hutan yang dimaksudkan o1eh Para Pemohon akan diarahkan pada

pemanfaatan dan penggunaan kayu yang ditemukan untuk keper!uan

pembangunan fastitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur di

daerah-daerah yang ternampak bencana alam dan daerah ternnggal;

mengajukan1.6. Banwa Pemohon I melaini peraritara

permintaan bantuan dana dan bahan bangunan (;<ayu) kepada

Yayasan Nurani Dunia. Bantuan tersebut dimaksudkai\ o1eh

Pemohon I untuk kepentingan meinbangun kernbali se!<etah

PAUD ariaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor.

Akan tetapi, keing;nan inhur dan Pemohon I itu tidak dapat

dipenuhi o1eh Yayasan Nurani Dunia, karena torkenda!a

beriakunya ketentuan Pase1 44 ayat(^) UU No. 18 Tanun 20^3;

17. Bahwa Pemohon 11 telah mengajukan suret permohonan kepada Meriteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. q Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya A1am dan Ekosistem Kernenterian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 23n"NorE/IBP/vin6 beltangga1 22 3uni 2016 penhal

Permohonan Pemanfaatan Kayu di BKSDA Jawa Tengah (B"k. i P-3)

agar kayu hasil pembalakan dan hutan konservasi Yang tidak digunakan

dan/atau ternengkalai dapat dioptima!kan pemanfaatannya dartpada

kayu tersebut hancur tanpa dimanfaatkan. Permohonan ini Pemohon I

,/-^.. - -

AQI LullU

.
.
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ajukan agar kayu-kayu jati yang bereda di wilayah BKSDA Jawa Tengah
dengan jumlah 409,33 in3 tersebut dapat dimanfaatl<^:ri"untuk keperluan
SOSial dan pendidikan, khususnya untuk meinbantu perbaikan ruinah-

rumah dan/atau sekolah-sekolah yang roboh atau rusak akinat bencana

alam yang tenadi of Desa Gume!em, Kecamatan Susukan, Kebupaten
Banjamegara, ProvinsiJawa Tengah. Namun, permohonan Pemohon n

tersebut tidak dapat dipenuhi o1eh Direktur lenderal Konservasi Sumber

Daya A1am dan Ekosistem sebagaimana terLera daiam Suret Nomor

S. 2951KSDAE/SET/KUM. 9/6/2016 beltangga1 29 Juni 2016 penhal
Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Konservasi (BUMi P. 4). Alasan

penolakan tersebut adalah bahwa kayu di BKSDA Jawa Tengah yang
beresal dan hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan hutsn

konservasi secara tidak sah harus dimusnahkan, .kecuali untuk

kepentingan pembiiktian perkara dan planelitian (Pasa1 44 ayat (1) UU
No. 1.8 Tahun 201.3). Dengan demikian kayu tersebut tidak dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan sodal atau keper, tingan publik;

18. Bahwa Pemohon TV meIaiui POSko Merah Putih yang dibentuk secara

stru;<rural pada buiai~I Februdritahun 2002 menerima permintaan papa!I
dan masyarakat yang terkena dampak bencana aiam. Dalam berbagai
kesempatan Feinohon IV berinisiai:if secara informal me minta kayu yang
tmak termanfaatkan kepada Kernenterian Kehutanan. Namun demikian,
permintaan tersebut tidal: dapat dipenuhi o1eh Kernenterian Kehutanan

sebagai akibat dan eksistensi Pasa1 44 ayat (1) UU-No. 3.8 Tahun 201.3.

19. Bahwe! harepan pala Pemohon atas pemanfaatan kayu hasil pembalakan
dari hutan konservasi tersebut berbanding terbalik dengan keberadaan

6.792 batang dengan volume 1.043,43M3 kayu hasil kejahatan (barang
bukti dan bareng ternuan kayu/pohon) dart kawasan konservasi yang
tidak dapat dioptimalkan penggunaannya* o1eh negara. *... Hal"tersebut

sebagaimana data yang dimis o1eh Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya A1am dan Ekosistem, sebagai berikut:

. ~."
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Tabel, .

Jenis Barang Butti/Barang Ternuan Kay, ,/Pohon dan Kawasan

Konservasi

I BBKSDA Riau

2 BBKSDAJawa Baret

3

Rimba campuran

BBKSDA NTT

Kayu 01ahan

..~~.".

pinus

4

Rimba campuran

BBKSDA SUIsel

Rimba campuran

5

,ati

BBKSDA Papua

6

Kayu 01ahan

1.7

BBKSDA Papua Baret

7

1.4,00

Kayu 01ahan

BKSDA Jambi

, .,, ~,.. .

240,00

833

Rimba campuran

8

Kayu 01ahan

26

BKSDA Jawa Tengah

1.0,50

Kayu 01ahan

7

9

7,35

723

Merenti

BKSDA Ball

Rimba campuran

7

3.0

ati

BKSDA NTB

^

<.

1.9,60

Mahoni

T'

Rimba campuran

38

568

Kayu 01ahan

9,70

Rajumas

O, 03

O, 07

80

406,61

9

22

2,72

402

~ ...,. ~ . ~..-

2,85

O, 61

29,1.0
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1.1 BKSDA Surut

1.2 BKSDA SUItra

1.3 BKSDA Mainku

Kayu 01ahan

1.4

Cendana

BBTN Gunung Leuse

1.5 BBTN Kerinci Seblat

Rimba campuran

Kenari

Merenti Putih

16

Rimba campuran

Bi3TN BBS

1.7

1.47

Darnar

BBTN

Betting Kerihun

Borneo

484

18

Medang

BTN Batong Gadis

2,60
...-

Rotan

1.9

6,5I

Rimba campuran

BTN Tesso Nilo

20

Rimba campuran

BTN Bukit 3.2

17,29

21

567

Rimba campuran

BTN Gunung Merepi

22

6,93

BTN Meru Betirl

23

I, 22

Medang

BTN Baluran

24

II, 66

Rimba campuian

1.2

BTN Alas Purwo

Kayu 01ahan

2,1.2

186

Rimba campuran

25

3,57

225

pinus

BTN Gunung Palung

Rimba campuran

26

9,74

Jati

BTN Kutai

27

14,50

ati

BTN Bogani Nani

8,43

130

Rimba campuran

124

Mahoni

O, 49

Rimba campuran

JUMLAH

4,54

227

Merenti

8,00

1.98

Sengon

1,426

Kayu 01ahan

97,60

21

8,07

98

" 1.4,65

1.8

54,06

Or5^,,,,

I

5,85

59

6,792

(3,523,20M3)

O, 32

10

O, 1.5

12,00~

9,26

1.043,43
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20. Bahwa hambatan pemanfaatan hasil pembalakan hutan konservasi

bermuara pada keberadaan Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun- 2013

yang meinuat pengecualian/pembatasan yang sangat sempit, yakni

pemanfaatan kayu hasil pembalakan liar pada hutan konservasi hanya

dapat dilaku!<an terbatas untuk kepentingan pembuktian perkara dan

penelitian;

21. Bahwa Iebih Ianjut Pasai 44 ayat (1) a quo tidak meminki rasio

konstitusiona! karena sesungguhnya setiap ketentuan hukum harus!ah

meiniliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, negara seharusnya

tidak me!arerig penggunaan kayu terlantar tersebut karena masih dapat

chinanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prosarana SOSial dan

pendidikan. Maka keberadaah' ketentuan tersebut secara potensial dan

aktualtelah merugikan hak konstitusional Para Pemohon;

22. Karugi, n keri. Gifu. !onal yarie dialami Para Painohon tersebut barupa

hilangnya hak untL!k memenfaatkan kayu ternuan dan skaan dart hulan

Kongerva. I seeara optimal dan hareanggung jawab untok kepentlngan

codal dan kepentfngan pubiik. .= .a. ..-Para ;, enjohon He, I've

ketentuan Pasal a quo telah meinbatasi, meIepaskan dan menghapus

hak Konstltusional Para Pentohcn, yang akan duelaskan Iebih lainut

dalam pokok perkara;

23. Beadasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon meminki. kedudukan

hukum (legal standing) untok mengajukan permohonan pengujian Pasal

Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013;

C. POKOKPER, ,OHO"AN

^. ,.

24. Bahwa pada tangga1 6 Agustus 2013 telah diundangkan UU No. 1.8 Tahun

201.3 (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5432);

~a^dallil, an
.1,611uaiii, \ai:

II
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25, Bahwa UU No.

berbunyi:

Pasa1 44 ayat (1)

'Barang bukti kayu pemba!akan liar dan/atau hasil dan penggunaan
beresal dan hutan konservasikawasan hutan secara tidak sah yang

kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dandimusnahkan,

penelitian ;

No. 1.8 Tahun26. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasa1 44 ayat (1) UU
1,945, khususnya dengan Pasa1 28C201.3 bertentangan dengan UUD

Ayet (^) dan Pasa1 33 Ayat (3) Uuo ^945.

b. r*Iak un. ,, kPage1 28e Ayet (^) barbunyit ".. tiap erang
Mein. lurei, d;riny. d. lain Meinj, onu. namn h. kny. ,a. .re
kolekLif untuk meinbangun masyarakat, !, angsa dan negaranya .

"Bumi dan air dan !, ekayaan alam yangPasa1 33 Ayat (3) betounyi:
negara dan dipergunakanterkandung ultlalamnya

unti, k sebesar"besari, emakmuran rakyat .

27. Bahwa Pasa1 44 ayat (I. ) a quo pada Dokoknya mengatur tentang,
Perte, ina, bareng bukti kayu pembalakan liar (hasii ternuan inaupun

hutan konservasi dimusnakan;,,. Kern, a,hasil sitaan) yang beresal dart

hasi! dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang era~a
of daiamhutan konservasi dimusnahi<an; icetiga, terdapat pengecua ian

bukti tersebut tidak harus dimusnahkanbahwa barongnorma a quo

untuk kepentingan pembuktian perkara dansepanjang digunakan
tidak diizinkan selain untukpenelitian; Keempat, penggunaannya

kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

28, Bahwa pemanfaatan barong bukti telah dibagi dan di aasi o
p!embentuk undang-undang. 3ika kayunya berasaldari hL!tan onserva ,
inaka pemanfaatannya hanya techadap 2 (dua) hal, yaitu kepentingan

Daiam konteks ini, Para Pemohonpembuktian perkara dan penelitian.
1.2

18 Tahun 2013 meinuat ketentuan Pasa1 44 ayat (1) yang
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berpendapat bahwa batasan tersebut telah meinbatasi, meIepaskan dan
menghapus hak Para Pemohon untuk mengoptimalkan pemanfaatan
hutan untuk kesejahteraan rakyat sestiai dengan keberadaan hutan yang

me minki fungsi SOSial;

Pasa144 ayat (,.) UU No. ,. 8 Tah"n 201.3 Beitent^rig^!! den. ^n

Pusa1 28C Ayat(,.) Uup .. 945

29. Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasa1 28C
ayat (1) UUD 1,945, dengan alasan sebagai berikut:
a. Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, berbunyi"Barang bukLi

kayti;, asil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaar!!<awasan
hulan secara tidek sah Yang beresal dan hutan konservasi

dim"snailkan, ke=uali untuk kepentingan pembuk. ian perkara

dan penelitian" telah merugikan hal< konstitusional Para Pemohon,
yaitu hak untuk me in bangur. masyarakat, bangsa dan negara;

b. Pembatasan pemanfaatan kayu hasil dan hutan konservasitersebut

meng:!19kari fakta betaDa pentingnya fungsi sumber daya alam
(sumber daya hutsn) bagi kehidupan inariusia. Eksistensi Pasa1 44
ayat (1) a quo seo!ah memberikan penegasan bahwa Indonesia
sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora
telah kufur nikmat dengan tidak mengoptiinatkan pemanfaatan

potensi-potensi keberdayagunaan dan sumber daya hutan yang
dimilikinya;

c. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan)
dandipergunakan untuk memaiukan perekonomian negara

meinpercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke
generasi. Namun demikian, faktanya banyak kayu hasil ternuan dan

berasal dart hutan konservasi tidak bisa digunakanhasil sitaan yang

atau dimanfaatkan untul< kepentingan SOSial atau kepentingan publik

dengan alasan ketentuan Pasa1 44 ayat (1) a quo hanya
dikec"alikan untuk kepentingan pembukLian dan penelitian;

1.3
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d. Sementara di sisilain telah tenadi bencana alam berupa tanah

longsor, gempa burni, banjir bandang, dan tsunami of betoagai^..,,

tempat yang telah menghancurkan fasi!itss SOSial yang

diperuktukkan bagi kepentingan publik;

e. Bahwa untuk meinbangun fasilitas SOSial atau fasilitas publik yang

rusak tersebut dibutuhkan material bangunan, antara lain berupa

kayu, yang seharusnya dapat disediakan o1eh negara;

f. Bahwa ketentuan Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013

menghambat Para Pemohon untuk dapat memenuhi hak
Konstitusional untuk ikut serta mein bangun masyarakat, bangsa dan

negara;

g. Pengecualian pemanfaatan kayu hasiltemuan dan hasi! sitaan hanya
untuk kepentingan pembuktian dan penelitian je!as tidak

mencerminkan keberadaan negara dalam mejindungi warga

memenuhi hak konstitusionai Para Pemohon.negai'anya guna

Adanya ketentuan tersebut menyebabkan Para Pemohon tidak
mendapatkan izin pemanfaatan kayu ternuan dan sitaan untuk

keperluan pembangunan fasilitas SOSia! atau fastitas pub!i!<;

h, Bahwa faktanya yang tenadijustru banyak biaya negara yang

dikeluarkan untuk mendngani kayu ternuan dan sitaan tersebut bail<

berupa penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan.
Baik biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan tersebut inaupun

kayunya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang

Iebih besar dan mendesak berupa pembangunan fasilitas SOSial;

i. Dengan demikian, ketentuan Pasa! 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun
2013 tersebut berLentangan dengan Pasa1 28C ayat (1) UUD 1945

sepanjang tidak dimaknai bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan
liar dan/atau hasil dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

berasal dan hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untukyang

kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, serLa untuk
kepentingan publik atau kepentingan SOSial.

*..
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30. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon kepada Maielis Hakim

Konstitusi agar ketentuan Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013,

dimaknai sebagai'*Barang bukti" kayu hasil pembalakan liar dan/atau

hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang beresal dan

hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk keper, tingan

pemb"kLian perkara dan penelitian serta kepentingan SOSial atau
kepentingan purlik;

,.. ,
. , ,

Pas^!. 44 ayat-(,,) U!! No. ,, 8 Tall, ,,, 20, .^ Beitentangan denga"

P^,^^, j133 Avat (3). UUD 1,945

31. Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 beltentangan dengan Pasa1 33

ayat (3) UUD 1945, dengan alasan sebagai balkut:

a. Ketentuan Pasa1 33 ayat (3) Uuo 1,945 mengamanatkan bahwa

'*Burni air dan kekayaan alam yang torkandung didalamnya dikuasai

o1eh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kernakmuran

rekyat". Seialan dengan ketentuan yang merupakan landasan

konstitusional tersel>Lit, inaka penyelenggaraan kehutanan

senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyataii, berkeadilan

dan berkelanjutan. Sumber daya hutan Yang merupakan bagian dari

kekayaan negara meinpunyai perunan penting da!am penyediaan

to SIIitas SOSial atau fasiiitas publik;

b. Bahwa terkalt dengan ketentuan Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tanur!*,

201.6 yang memerintahkan agar barong bukti hasil pembalakan liar
herasal dan hutan konservasi dimusnahkan kecua!I L, r, tukyang

kepentingan pembuktian perkara dan peneiitian, menurut Pare
Pemohon ketentuan tersebut beltentangan dengan konstitusi karena

Pasa1 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam
dalam hat ini hasil hutan berupa kayu dipergunakan untuk sebesar

besar kernakmuran rakyat;

-.~ -.
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c. Konsep pemanfaatan hasil hutan tidak hanya dilihat dari aspek

ekonomis, melainkan meIekat juga aspek SOSial (kernanusiaan).

01eh karena itu, menurut Para Pemohon ketentuan Pasa1 44 ayat (,.)

a quo harus diberikan penafsiran konstitusional aleh Maielis Hakim

Konstitusi, bahwa pemanfaatan barang bukti hasil pembalakan liar

yang beresal dan hutan konservasi tidak hanya untuk kepentingan

pembuktian perkara dan penelitian, tetapijuga untuk kepentingan

SOSial atau kepentingan publik seperti pemanfaatan untok

pembangunan fasilitas SOSial dan pendidikan yang rusak/hancur

akibat bencana alam;

d. Bahwa norma **pengecualian" sebagaimana yang diamanatkan dalam

ketentuan Pasa1 44 ayat (1) a quo berimplikasi atau bermakn;^

sempit, 01eh karena itu, Pasa! 44 ayat (1) perlu dilakukan perluasan

in akna, sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil

hutan dan hutan Konservasi dapat dipergunakan untuk sebesar besar

kernakmuran rakyat;

e. Bahwa diperluasnya pengecualian dalam ketentuan Pasa1 44 ayat (,.)

1.11. I No. 1.8 Tahun 2013 tersebut tidek mamadakan tenaminnya

tujuan UU a quo, yaitu untuk:

menjamin kepastian hukuiT\ dan member;;<an efek jera bag;

pelaku perusakan hutan;

menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengaii tetap

menjaga kelestarian dan tidek merusak lingkungan serta

ekosistem sekitarnya;

mengoptimaikan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan

dengan meinperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna

relyvujudnya masyarakat seiahtera; dan

meningkatnya kernampuan dan koordinasi aparat penegak

hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan;

,{..
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f. Dengan demikian ketentuan Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013

_ berte. ntangan dengan Pasa1 33 Ayat (3) UUD 1945, sepanjang hanya

dimaknai bahwa bareng bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau

hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang beresal

dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untok kepentingan

pembuktian perkara dan pene!itian serta kepentingan SOSial atau

kepentingan publik;

32. Bahwa da!am Putusan Nomor 951PUU-XII/2014 pada paregraf t3.11. I

halaman 1.81-1.82 Mahkamah menyatakan "Bahwa seialan dengan Pasal

33 UUD 1,945 sebagailandasan konstitusional yang mengamanatkan

agar burni, air dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya

dikuasai o1eh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kernakmuran rakyat, inaka penyelenggaraan kehutanan senantiasa

mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan

berkelanjutan. 01eh karena itu penyelenggaraan kenutanan harus

dilakukan dengan asas inarifaat:'dan jesterI, keraKyatan, keadilan,

kebersamaan, !<eterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak

inulia dan bertanggung-gugat". Dalam koitteks inI, pemanfaatan kayu

ternuan dan sitsan dari kawasan hutsn konservasi untuk kepentingan

SOSial dan kepentingan pub!Ik seialan dengaii pertimbangan Mahkamah

dejam Putusan a quo;

33. Bahwa dengan terbukanya ruang oemanfaatan kayu hasil pembalakan

hutan konservasi, inaka terbL;ka pula ruang pra;<tik penyalahgunaan

1<ekuasaan o1eh pejabat yang berwenang. 01eh karena itu, Para Pemohon

mendorong mekanisme pelaksanaan (eksekusi) seka!igus mekanisme

pengawasan yang menanggulangi proktik penyalahgunaan kekuasaan

meIaiui Peraturan Meriteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

J -.' t-*',,
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34. Atas dasar itu, Para Pemohon memohon kepada Maielis Hakim Konstitusi
ketentuan- Pasa1 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 dimaknaiagar

menjadi: '*Barang bukti kayu hasil pemba!akan liar dan/atau hasil dart
kawasan hulan secara tidak sah Yang beresal dari hutanpenggunaan

konservasi dimusnahkan, kecua!i untuk kepentingan pembuktian perkara

dan penelitian serta untuk kepentingan SOSial ata" kepentingan

publik".

D. KES:IMPULAN

35. Beadasarkan uralan di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai

berikut:

a. Mahkamah bemyenang memeriksa dan meinutus perkara a quo;

b. Para Pemohon meiniliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untok

mengajukan perlnohonan perkara a quo;

c. Pasa1 44 ayat (1) UU No. 1.8 Tahun 201.3 bertentangan dengari Pasal
28C Ayat (L) dan Pasa1 33 Ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat

(Conditional'/y UricOnStitUtiOnaO;

E, PETITUM

36. Beadasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti

yang"dilampirkan dalam Permohonan inI, inaka Para Pemohon memohon
kepada Maielis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan
meritutus Permohonan ini sebagai berikut :

I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan ketentuan dan Pasa1 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1.8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan yang-betounyi:

"Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dan
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang beresal dari hutan
konservasi dimusnahkan, kecuali untok kepentingan pembuktian

perkara dan penelitian"

.
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beltentangan dengan UUD 1,945 bila tidak dimaknai

*'Bara^^""bit;:tf kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dan hutan
konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian

perkara dan penelitian seto untuk kepentingan SOSial atau
kepentingan publik"

3. Menyatakan ketentuan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1.8 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Yang betounyi:

*'Bareng bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang beresal dan hulan
konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian

perkara dan penelitian"
tidak memillki kekuatan hukum yang mengikat bita tidak dimakriai

"Bareng bukti kayu hasi! pembalakan liar dan/atau hasil dari
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang beresal dan ,, utan
konservasi ulmusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian

perkara dan penelitian ser::a !., r, tuk kepentingan SOSial atau
kepentingan ipublik";

4. Memerintahkan pemiiaf. an putusan ini dalam Benta Negara Republik
Indonesia;

Atau, bilamana _Maielis Hakim Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang
seadil~adjlnya (ex aequo et bono).
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